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PERATURAN 3UPATI KONAWE
NOMOR : 2 LTAHUN 2009

TEHTANG

PEMBENTUKAN ORG/ NISASI DAN TATA KER. A

RADAN PCMNANGGULANGAN 3ENCANA DAERAH KAB'JPATEN

BUPAT- KONAWE,

bFahwa dalam rangka riemberikan perlindun jan dan pemenuban hak
dasar yang secara ny.ta ada dan berpotunsi untuk meningkatkan
kesejahteraan inasyara <at termasul perfinduigan atas bencana dan
penyeienggaraannya lilakwanakan sec.ra beiencana, terpadu,
menyeluruh dan berkoordinasi dengan melibatkan semua potensi i
daerah, »erlu dikelola oleh suvatu inscansi yang Fapabel xarena
memiliki struktur dan mekanisme kerja *>ng diaukung dengan tugas
serta fungsi yang jelas dan t2rarah;

bahwa sambil men:inggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang
Badan  Penanggulangzn  Bencana  Dacrah  terlebih  dahulu
pembentukannya ditetapkan dengan Peraturai Bupati,;

bahwa berdasarkan peri.imbangan sebagaimar « dimaksud pada huruf «
dan huruf b di atas, maka dipardang pcrlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

Undang-Undang Momor 29 Tahun 1959 tentaig Pembentukan Naerak-
Daerah Tingkat Il di Sul.iwwesi (Lembaran Negaia Tahun 1959 Ncmor 74,
Tambahan Lembarar, Negara Nomor 1822 }; _
Undang-Undang Nom¢r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokox
Kepegawaian (Lembarzan Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Uridang Nomor 43 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok
Kepegawzian (Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890); )
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teitang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dri Korupsi, Kolusi drr Nepotisme (Lenibaran
Negara Tazhun 1992 Ncmor 75, Tarnbahan L>mbaran Negara Nomor
3852);

Undang-Undang Nomor -0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (_.embaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan | embaran Ne gara Nomor 4389};

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tortang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Ta.wn 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) selagairmana telah < :bah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undans Nomor 12 Tahor 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Jndang Nomor 2 Tahun 2004 tertang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negsa:: Tahurn 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Me zara Nomor 4844},



3. Pemerinteh Daerah adal :h Bupati dan Perangi-at Daerzah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerint than Daerah.

4. Dewan Perwakilan Raksat Daerah yang se anjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwak lan Rakyat Daerah K..bupaten Konawe sebagai
unsur Penyelenggzara Pererintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA dal~h Peraturan Daerad
Kabnpaten Konawe. .

6. Peraturan Kepala Daeral adalnh Peraturan Bup ati Konawe.

7. Kepala Daerah adalah BLpati Xonawe.

8. Sekretaris Daerah adalafr Sekretaris Daerah Kal upaten Konawe,

9. Beacana adalah peristiwa yarg mengancam at.'u rnenggangu keridupa.s
dan penghidupan masyzraka. yang disebabka oleh faktor a'am atau
faktor non alam mauptn faktor manusia da berdzinpak meruasakan
lingkungan, kerugian har :a benida dan dampak )sikoloyis.

10. Badan Fenanggulsngan Bencana Darah Kab'paten yang sclanjutnya
disingkat BPBD Kabupzten adalah Badan enanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Konav e.

11. Kepala Pelaksana adalah Kepzla Pelaksana 5PBl Kabupaten Konawe.

I2. Perangkat Daerah Kabupater: adalah unstr pembantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan Pemetintahan Daeran vang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dir .. Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

13. badan Pertimbangain Jabatin dan Kepangkatan yang selanjutnya
disingkat BAPERJAKAT adclah Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Kabunaten Konawe.

14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktura!l

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fu agsional Umum (JFU)

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupat ini agibeatuk Badan Ponanggulangan Bencana
Dasrah Kabupater Konawe yang selanjutnya disingkat BPSD Kabupaten;

(2) Pernbentukan Badan P:2nangrulangan Bencara Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatii mengenai kedudukan,
tugas dan fungsi crganisasi Badan Penangguiargan Bencana Caerah
Kabupaten.

BAB 1l

KEDUDUKAL!, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan {encana Daerah Kibupaten merupakan unstr
pendukung Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab
kepada Bupati;

(2) Badan Penenggulargan bencan Daerah Habupaten dipimpin oleh
seorang kepala Badan ying secara Ex-Of/izio dijabat oleh Sekretari:
Daerah Kabupaten. '
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Pemerintah Daerah adalih Supati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerint 1han Daerah.

Dewan Perwakilan Raksat Daerah yang selanjutnya diseput DPRD
adalah Lembaga Perwak lan Rakyat Daerah.Kabupaten Konawe sebaga
unsur Penyelenggara Perierintahan Daerah.

Peraturan Daerah selanj itnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe.

Peraturan Kepala Daeral adalah Peraturaii Bupati Konawe.

Kepala Daerah adalah Bi 2ati Konawe.

Sekretaris Daerah adalal Sekretaris Da=rah Kabupaten Konawe.
Bencana adalah oeristiw 1 yang mengancam atau menggangu kehidupan
dan peaghidupan masye -akat yang disebabkan oleh fakcor alam atau
faktor non alarm mauptn faktor manusia dan berdampak merusakan
lingkungan, kerugian har :a benda dan .ampak psikologis.

Badan Penanggulangan Bencana Darch Kabupaten yang selanjutnya
disingkat BPBD Kabup:ten adalah Badan Fenanggulangan Bencan2
Daecrah Kabupaten Konav e.

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana 3PBD Kabupaten Konawe.
Perangkat Daerah Kabuhaten adalah unsur [embantu Kepezla Daeran
dalam menyewenggarak: n Pemerintahan Daeiah vyang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sek etariat DPRD, Diras Caerah, Lembaga Teknis
Daecah, Kecamatan dan ' ‘elurahan.

Badan Pertimbangan . abatan dan Kepangkatan vyang selanjutnya
disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Perti nbangan Jabatan dan
Kepangkatan Kabupaten (onawe.

Eselonering adalah tingk: tan -abatan strukturze..

Kelompok Jabatan Fungs onal adalah Jabatan ‘nngsional Umum (JFU)

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupat ini dibentuk Badan I enanzgtlangan Bencana
Daerzh Kabunaten Konav e yang selanjutnya dis ngkat BPBD Kabupaten;

Membentukan Badan P:nanggulangan Bencana Daereh Kabupaten
sebagaimana dimaksud rada ayat (1) mengatu, mengenai kedudukan,
tugas can fungsi organisasi Badan Penancgulaigan Bencana Daerahi
Kabupaten.

BAB I
KECUDUKAH, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pasal 3

Badan Penanggulangan cencana Daerah Kabupaten merupakan unsur
pendukung Pemerintah Daerzh yang berada ran bertanggung jawab
xepada Bupati;

Badan Penanggulangan Bencan Daerah WKaLupaten dipimpin' oleh
seorang kepawa Badan ying secara Ex-Officio rijabat cleh Sekretaris
Daerah kabupaten.



Bagian Kedua
Pasal 4

Badan Penanggulangan Beicana Daerah Kabupaten -Mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Menetapkan pedoman diin pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakuo pencegahan bencana, penarganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan se‘ara;

b. Menetapkan standarisasi serta keburculian penyelenggaraan

penanggulangan bencari berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menyusun, menetapkan lan menginformasikar peta Rawan Bencana;

Menyusun dan_ menetapkan Prosedur Tetap Penonganan Bencana.

e. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada
wilayahnya;

f. Melanorkan penyelengguraan Penanggulanan Bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sek.li dalam kondisi Normal dan setiap saat dalam
kondisi Darurat Bencana:

g. Mengendalikan pengump Jlan dan penyaluaran uang dan barang.

h. Mempertanggungjawabkn penggunaan anggaran yang diterima dani
APBD;

i. Melaksanakan kewajibar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

an

Bagian Ketiga
Pasal 5

Dalam meyelenggarakan tug s sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut
di  atas, Badan Penaiggulangan Berncana  Daerah  Kabupaten
menyelengsarakan fungsi :

a. Perumwusan dan penetasan kebijakan Penangoulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi ¢ engan bertin-ak cepat dan tepat, efektif dar
efisien; ' B

b. Pengkoordinasian wnela (sanaan Peranggulangan Bencana secara
terencana, terpadu dan nenyeluruh.

BAB IV

ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Susunan Organisas

Pasal 6

Susunan orgardisasi Radan Penanggulangan DBencana Daerah Kabupaten
terdiri dari : '

(1) Kepala Badan;

{2) Unsur Pengarah; dan

(3) Ur ur Pelaksana.



Bugian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah Badan Peninggulangan Ben.ana Daerah Kabupaten
sehagaimana dimaksud ¢ »lam pasal 6 ayat {2) 1 iempunyai furgsi :
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan F 2neanggulangan Eencaiia
Dazrah;
D.  Mernantau-dan
c. Mengevaiuasi dalan penyelenggaraan T 2nanggulangan Bencana
Caerah.

(2) Keanggotaan llnsur Peigaran sebagairnani dinaksud pada ayat (1)
terdiri atas : -
a. Pejabat Pemeiintah Daer-h terkait; dan
b. Anggo.a masyarakat Profosional dan Aht

(3) Keanggctaan Unsiur Peryarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dipilih metaly uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrali Kahupaten Konawe.

Bagian Ketiga
Uncur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBL
Kabupaten;

(2) Unsur Pelaksana Badan Peranggulangan Eencana Daerah Kabhupaten
gipimpin Kepala Pelaksna yang membaniu | epala BPBD Kabupaten
dalam penyelenggaraar tugas dan fungsi Lnsur Pelaksana BPBD
Kabupater. sehari-hari.

Pasal =

Unsur Pelaksana Bbadan | enanggulangan Bencina Daerah Kabupater
sebagaimana dimaksud dalim pasal 8, memnunyai tugas melaksanakan
penanggulangan Bencana secara terintegrasi, meliputi :

a. Pra BPencena;

b. Saat Tanggap Darurat; d.n

c. Pasca Bercana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan | enanggulangan - “cncana Daerah Xabupaten
menyelenggarakan fungs' :

a. Pengkoordinasian;

b. Pengkomandoan; dan

c. Pelaksana.



Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a,
merupakan fungsi koordinas unsur pelaksana BPBC Kabupaten dilaksankan
melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Peranghat Daerah lainnya di
Daerah, instansi -vertikal yang ada di Daerah, le nbaga usaha dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi Komando sebagaimana dimaksuid dalam pasal 10 huruf b, merupakan
fungsi komando unsur pel: ksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalis
pengerahan Sumber Daya /\anusia, Peralatan, Logistik dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya d Daerah, instansi vertikal yang ada di Daeran,
serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganar
darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaiinana dimaksud dalam pasal 10 huruf c,
merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksarna BPBD Kabupaten dilaksanakar:
secara terkoordinasi dan erintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya, instansi vertikal yeng ada di Daerah, dengan
memperhatikan kebijakan |enyelenggaraan nenanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perund ing-undangan.

Pasa'! 14

(1) Susunan Organisasi Uns ir Pelaksana Badah Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten, terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, terdiri cari :
1. Sub Bagian Umui dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keua igan dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Progt am dan Perunaang-ur.c'angan

c. Bidang Pencegahan « an Kesiapsiagaan
1. Sub Bidang Penc :gahan
2. Sub Bidang Kesiz asiagaan

d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
1. Sub Bidang Pena 1ganan Darurat
2. Sub Bidang Logis :ik

e. Bidang Rehabilitasi dan R2konstruksi
1. Sub Bidang Kkeha ilitasi
2. Sub Bidang Reko istruksi

f. Unit Pclaksana Tekn s (UPT) dan Satuan Tu jas (Satgas)
g. Kelornpok Jabatan Fringsicnal

(2) Bagan Struktur Organi:asi Badan Penanggu.angan RBoncana Daerah
Kabupaten sebagimana t 2rcantum dalam lamp ran Peraturan Bupad ini.



BAB V

ESELONERING

Pasal 15

(1) Kepala Pelaksana BPBD 'abupaten Eselon I'-B;
(2) Sekretaris dan Kepala Bilang Eselon lII-B;
(3) Kepala Sub Bagian dan ¥ epala Seksi Eselon 1V A,

BAB Vi

KEFANGKATAN, P=NG+NGKATAN DA PEMBERHENTIAN
DA’ AM JABATAN

Pasal 16

(1) Kepangkatan, pengang<atan dan pemberh-ontian dalam jabatan
struktural dilingkungan 6PBD Kabupaten, he.j edoman pada peraturan
perundang-undangan yarg berlaku;

(2) Pengisierr jabatan wunsur pelaksana BPPRD  “.abupaten berasal dari
Pegawai Neger: b5ipil yanz memiliki kenmampuan, pengetahuan,
keahlian, pengalaman, keterampilan can int2gritas yang dibutuhkan
dalam penanganan benc: na;

(3) Pejabat Esclon Il dianjkat gdar dibzrhentiken oleh Kepala Daeral
setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;

(4) Pejabat Eselon ill diargkat dan diberhentika ) oleh Kepala Daerah
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari B/ PERJAKAT;

(5) Pejabat Eselon [V dap:: diangkat dan dibeinentikan oleh Sekretaris
Daeiah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Jaerzah.

3AB VI
KELOM!'OK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional a lalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewdnang dan hak scorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka menjalar «an tugas pokuk ~an fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mer =apai tujuan organisas! '

(2) Jumlah, jenis, keduduk n, tugas dan furesi jabatan fungsional akan
dictur lebib lanjut mel lui Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuaii
perundang-undangan ya 'g beriaku.



BAR Vill
TATA KERJA
“asal 18.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badzn Penunggulangn Bencana
Daerah Kabupaten, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian atau Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
dilingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan csinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun
dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD Kibupaten melaksanakan sistem pengendalian
intern dilinglkungannya.
Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pe aksana BPBD Kahupaten bertanggung jawal
memimpin dan mengkocrdiiasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksar a dibawahnya.

Pasat 21

Setiap unsur pimpinan pel ksana BFBD Kabupaten dalam mclaksanakai:
tugas melakukan pembinaar dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pel. ksana BPBD Kabupaten wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan ber :anggung jawab padz atasannya masing-masing
dengan menyampaikan lapor an secara berkala dan tepat waktu.

BAB IX
PEMB NAAN DAN PENGAWAS/ N

Pasal 23

(1) Pembinaan dan pengiwasan teknis admivistrasi serta fasilitasi
penyelenggaraan Penanggulangan Bencara cilakukan oleh Menten
Dalam Negeri; '

(2) Peinbinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh
Kenala Badan Nasional I'=nanggulangan Bencena dengan berkoordinasi
Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan BPBD Kebupaten dalarmn p2ananganan bencana
dibebankan pada APBD Kabupater dan sumnber anggaran lainnya yang syah
dan tidak mengikat.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
maka Satuan Koordinasi Pzlaksana Penanggulangiin Bencana Kabupaten
dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip atau dokumen dan data atau
informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana kepada BPBD Kabupaten.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan nengundangan Peraturan
Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Da »rah Kabupaten Konawe.

%ﬁtgp@& di  : Unaaha _
P n\gge}_\ L AR =P 2009
m /

FLRONAWE,

[
.

i HLEUKMAN ABUNAWAS

g

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 'z}_\}._ 2009

VL ITNA -
\4_\«% TARI TUMORO

ERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHU}N 2009 NOMOR : 77§



GAN SUSUNAN ORGANISASI

LAM™RAN : PERATURAN BUPATI KONAWE

DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR TAHUN 2009
BUPATEN KONAWE TANGGAL 2009
¥EPALA BADAN _!
| ‘
— ]
| UNSUR PENGARAH KEPALA
» INSTANSI TERKAIT PELAKSANA
= PROFESIONAL / AHLI |
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL _ - |
.
i SUB BAGJAN SUB BAGIAN! SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN & PROGRAM &
! ! PFRLENGKAPAN PERUNDANG-UNDANGAN
[ | ]
: BIDANG BIDANG BIDANG
PENGERAHAN & KEDARURATAN & REHABILITASI &
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSENTRASI

N

}., SIE PINCEGAHAN

—| SIE EESIAPSIAGAAN |

!

SIE LOGISTIK

|

1 SIiE REHABILITAS

L] SIE REKONSTRUKSI

Ja

= -
i

hﬁf'A'i‘\'i ABUNAWAS




DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN KONAWE
| No Nama Organisasi Bentuk Dan Susunan Organisasi Klasifi_kas'i Dasar Pembentukan | Nama Pejabat Kepala Pelaksana Alemat Kantor
’ Organisasi Telp. / Fax
1 2 3 + 5 6 7
1 | Badan Penanggulangan a. Kepala A Peraturan Bupati Wayung Lasandara, SE,M.Si J1. Inolobunggadue 11
Bencana Daerah (BPBD) b. Unsur Pengarah Konawe, Nomor 22 | NIP. 19610522 199103 1 009 Unaaha
Kabupaten Konawe c¢. Unsur Pelaksana Tahun 2009 (0408) 21001 ~ 22353 -
21004

Susunan Organisasi :

a. Sekretariat

b. Bid. Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

c. Bid. Kedaruratan dan
Logistik

d. Bid. Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

-._\\
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. 0

SLiRdse

Unaaha, 9 September 2009

Ir. MUSTARL MBA., M.Si
+ Pembina Utama Muda, IV/c

~=Nip. 19530108 197903 1 011
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